Implementasi Pemberian Kartu Insentif Anak Setelah Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

UNIVERSITAS YUSTIN VERINA IP, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H. M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV.Alfabeta, Bandung.
Asnawir, 2005, Administrasi Pendidikan, IAIN IB Press, Padang.
Atmadja, | Dewa Gede, 2012, limu Negara, Setara Press, Malang.

Attamimmi, Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Universitas Indonesia,
Jakarta.

Boediono, 2003, Pelayanan Prima Perpajakan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Daryanto, 2005, Administrasi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.

Dede, Rosyada, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta.

Eddy, Jusach, Hosio 2007, Kebijakan Publik dan Desentralisasi, LaksBang,
Yogyakarta.

Gautama, Sudargo, 1973, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.

Isharyanto, Johan Erwin dan Bagus Sarwana, 2010, Etika Birokrasi dan Pelayanan
Publik, Lab Hukum Universitas Muhamadiah Y ogyakarta.

Islamy, M. Irfan, 2003, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi
Aksara, Jakarta.

Jeddawi, Murtir, 2012, Hukum Administrasi Negara, Total Media, Yogyakarta.

Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, P.T. Alumni, Bandung.

Marbun, S.F dan Moh. Mahfud MD, 2006, Pokok-pokok Hukum Administrasi
Negara, Liberty, Yogyakarta.

Masruri, Siasah, Muhsinatun,dkk, 2002, Pendidikan Kependudukan dan
Lingkungan Hidup, UPT MKU UNY, Yogyakarta.

Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press,
Malang.

Mukhtie, Fadjar, 2012, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara Press,
Malang.

Ngani, Nico, 2012, Metodologi Penelitian Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta.

136



Implementasi Pemberian Kartu Insentif Anak Setelah Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

UNIVERSITAS YUSTIN VERINA IP, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H. M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Palguna, | Dewa Gede, 2008, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare
State, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Putra, Fadillah, 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka
Pelajar Offset, Surabaya.

Ridwan, Hukum Administrasi Di Daerah, 2009, Yogyakarta, FH UIl Press,
Yogyakarta.

Samodra, Wibawa, 2009, Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer,Graha llmu,
Yogyakarta.

Siagian, Sondang P, 1974, Administrasi Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta

Sinambela, Lijan Poltak, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara,
Jakarta.

Sirajudin, dkk, 2011, Hukum Pelayanan Publik berbasis Pertisipasi dan
Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang.

Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis
Keterbukaan Informasi dan Partisipasi, Setara Press, Malang.

Soehino, 1984, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jusrimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Stoink, F.A.M dan J.G. Steenbeek, 2004, Inleiding tot bet Staaatsrecht en bet
Bestuursrecht, Negende Druk, Kluwer, Deventer.

Suharto, E, 2006, Analisa Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
Sujamto, 1987, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar
Grafika, Jakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. T, 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Balairung & Co,
Yogyakarta.



Implementasi Pemberian Kartu Insentif Anak Setelah Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

UNIVERSITAS YUSTIN VERINA IP, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H. M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Utrecht. E, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta
Mas, Surabaya.

Utomo, Warsito, 2006, Administrasi Publik Baru Indonesia, MAP UGM & Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2012, Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Praktek, Media Pressindo,
Yogyakarta.

Tesis, Penulisan Hukum :

Mali, Emiliana Laku, 2011, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dalam Pembuatan KK”, laporan Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta.

Santi, Rodya Annisa, 2013, “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta Terhadap Pencatatam Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak”, laporan Penulisan Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang —Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)



Implementasi Pemberian Kartu Insentif Anak Setelah Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

UNIVERSITAS YUSTIN VERINA IP, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H. M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas
Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kartu Intensif Anak.
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib
Administrasi Kependudukan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2015 Nomor 16)

Internet :

Pernyataan / “Opini Ketua Komisi Il DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dalam
Artikel ~ Hukum  Online”, vyang  diakses  melalui Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc69bbcb6b7/permendagri-
kartu-identitas-anak-bertentangan-dengan-uu-administrasi-kependudukan
diakses pada tanggal 25 November 2016, pukul 10.30 WIB.

http://www.zonalima.com/artikel/7843/Ini-50-Daerah-Percontohan-KTP-Anak-
Nasional/, diakses pada tangal 28 November 2016, pukul 12.50 WIB

Http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0
http://tinoberita.blogspot.co.id/2015/11/Bayi-Anak-Mempunyai-KTP-
Mulai-2016.html, diakses pada tanggal 30 November 2016, pukul 11.45
WIB.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996.


http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc69bbcb6b7/permendagri-kartu-identitas-anak-bertentangan-dengan-uu-administrasi-kependudukan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc69bbcb6b7/permendagri-kartu-identitas-anak-bertentangan-dengan-uu-administrasi-kependudukan
http://www.zonalima.com/artikel/7843/Ini-50-Daerah-Percontohan-KTP-Anak-Nasional/
http://www.zonalima.com/artikel/7843/Ini-50-Daerah-Percontohan-KTP-Anak-Nasional/
http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0
http://tinoberita.blogspot.co.id/2015/11/Bayi-Anak-Mempunyai-KTP-Mulai-2016.html
http://tinoberita.blogspot.co.id/2015/11/Bayi-Anak-Mempunyai-KTP-Mulai-2016.html

